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PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara
tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif
dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan
lingkungannya, maka Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2006 tentang
Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan
pembangunan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU
No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU
No. 32 Tahun 2009; UU no. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU
No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP
No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP
No. 36 Tahun 2005; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004;
Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten
Pemalang No. 15 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur 1. Ketentuan umum, 2. Azas Tujuan
dan Ruang Lingkup, 3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, 4.
Persyaratan Bangunan Gedung, 5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung,
6. Pendataan Bangunan Gedung, 7. Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 8. Pembinaa, Pemberdayaan dan
Pengawasan, 9. Sanksi Administratif, 10. Ketentuan Penyidikan, 11.
Ketentuan Pidana, 12. Ketentuan Peralihan, 13 Ketentuan Penutup.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016
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